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BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG

PENGELOLAAN DANA MODAL KERJA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG
YANG DIBIAYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian
masyarakat dan mengembangkan usaha ekonomi produktif
yang dilakukan oleh koperasi dan pengusaha mikro, Kkecil
dan menengah di Kabupaten Pemalang, maka kegiatan
usaha simpan pinjam perlu dikembangkan dan lebih
diberdayakan melalui dana modal kerja bergulir yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Modal Kerja
Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Dana Modal Kerja Bergulir pada Dinas
Koperasi , Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan  Kabupaten Pemalang yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang — Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang — Undang Nomor 13
Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3591);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor
62);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor
13);
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Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA MODAL KERJA
BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  PEMALANG
YANG DIBIAYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Pengelolaan dana modal kerja bergulir pada Dinas Koperasi, usaha
Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Pemalang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang adalah pinjaman bantuan Dana Modal
Kerja Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan
Pinjam (USP) Koperasi.

Pasal 2

Pedoman pengelolaan dana modal kerja bergulir sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan Kabupaten Pemalang bertanggung jawab atas
bimbingan dan pengawasan teknis Pengelolaan Dana Modal Kerja
Bergulir dan menyampaikan laporan perkembangannya pada Bupati
Pemalang secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Pemalang.
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Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Modal
Kerja Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Pemalang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2007 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang.
pada tanggal 19 Maret 2009

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 19 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd
SUMADI SUGONDO
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